
 
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG 

PROVINSI LAMPUNG 
 

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG 

NOMOR 33 TAHUN 2025 
 

TENTANG 

 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang dan Pasal 142  ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor  86 Tahun 2017 tentang  
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka  

Menengah  Daerah, serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 

2026; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 

1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), 
Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 

(Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-

Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-
Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam 

Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

1821); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2023  

tentang  Ketentuan  Umum  Pajak Daerah  dan 

Retribusi Daerah (Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Tahun  2023 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6883); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6909); 

9. Peraturan   Presiden   Nomor   111   Tahun   2022   

tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan  

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
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Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada 
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran 

Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 

2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar 
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di 

Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); 

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah 

Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1114); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 1419); 

19. Peraturan  Menteri  Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 
dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 677); 

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar 

Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum 

dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor  1006); 

21. Peraturan Menteri  Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar 

Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor  204); 
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22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025; 

23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 

2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Lampung Tahun 2026 (Berita Daerah 
Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 20); 

24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar 
Lampung Tahun 2021 Nomor 4); 

25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung 
Tahun 2024 Nomor 1); 

26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran 
Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 
12); 

27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 

Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran 
Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025     
Nomor 1); 

28. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 29 

Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Bandar 
Lampung Tahun 2025 Nomor 29); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA 

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi 

Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah 

unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang 
melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, 

mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, 

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan Daerah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka 

waktu 20 (dua puluh) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun. 

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun. 

9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat 

RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan 

Nasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun. 

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun. 

BAB II 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

 Pasal 2 

  (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan 

penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 

2025-2029. 

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja dan 

pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
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(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKP 
Tahun 2026, program strategis nasional yang 

ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Tahun 

2026 serta memuat urusan kesatuan bangsa dan 

politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 

(4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan 

menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan 
anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (RKA-

SKPD) tahun anggaran 2026. 

BAB III 

SISTEMATIKA  

Pasal 3 

  Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disajikan dengan 

sistematika sebagai berikut: 
 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT 

DAERAH TAHUN LALU 

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT 
DAERAH 

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
PERANGKAT DAERAH 

BAB V : PENUTUP 

Pasal 4 

  Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan dokumen 

rencana kerja yang terdiri dari: 

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

b. Dinas Kesehatan; 

c. RSUD A. Dadi Tjokrodipo; 

d. Dinas Pekerjaan Umum; 

e. Dinas Perumahan dan Permukiman; 

f. Satuan Polisi Pamong Praja; 

g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 

i. Dinas Sosial; 

j. Dinas Tenaga Kerja; 

k. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak; 

l. Dinas Pangan; 

m. Dinas Lingkungan Hidup; 

n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
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o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat; 

p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana; 

q. Dinas Perhubungan; 

r. Dinas Komunikasi dan Informatika; 

s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

u. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga; 

v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 

w. Dinas Kelautan dan Perikanan; 

x. Dinas Pariwisata; 

y. Dinas Pertanian; 

z. Dinas Perdagangan; 

aa. Dinas Perindustrian; 

bb. Sekretariat Daerah; 

cc. Sekretariat DPRD; 

dd. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan 
Inovasi Daerah; 

ee. Badan Keuangan dan Aset Daerah; 

ff. Badan Pendapatan Daerah; 

gg. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia; 

hh. Inspektorat; 

ii. Kecamatan Tanjung Karang Pusat; 

jj. Kecamatan Tanjung Karang Barat; 

kk. Kecamatan Tanjung Karang Timur; 

ll. Kecamatan Teluk Betung Utara; 

mm. Kecamatan Teluk Betung Barat; 

nn. Kecamatan Teluk Betung Selatan; 

oo. Kecamatan Kedaton; 

pp. Kecamatan Sukarame; 

qq. Kecamatan Panjang; 

rr. Kecamatan Rajabasa; 

ss. Kecamatan Tanjung Senang; 

tt. Kecamatan Sukabumi; 

uu. Kecamatan Kemiling; 

vv. Kecamatan Enggal; 

ww. Kecamatan Kedamaian; 

xx. Kecamatan Teluk Betung Timur; 

yy. Kecamatan Bumi Waras; 

zz. Kecamatan Labuhan Ratu; 

aaa. Kecamatan Way Halim; 

bbb. Kecamatan Langkapura; dan 

ccc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 
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Pasal 5 

  Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

BAB IV 

PENUTUP  

Pasal 6 

  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar 

Lampung. 

Ditetapkan di Bandar Lampung 

pada tanggal 22 September 2025 

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG, 

 

Cap/dto 

 

EVA DWIANA 
 

Diundangkan di Bandar Lampung 

pada tanggal 22 September 2025 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, 

 

Cap/dto 

 
IWAN GUNAWAN 

 
BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 33 
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LAMPIRAN 

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG 
NOMOR 33 TAHUN 2025 

TENTANG  

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 2026 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 
TAHUN 2026 

 
 


